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Abstract
Having a livable house is a basic right for the Indonesian people. As stated in the 1945

Constitution, article 28 h resulting from the IV amendment. This research aims to
describe the implementation of regional regulation number 07 of 2023 concerning the
implementation of housing and residential areas, a study of the assistance program for
uninhabitable houses in the city of Surakarta. In this research, the researcher used a
qualitative descriptive method using Edward Ill's theory (1980) with indicators of
communication, resources, disposition, bureaucratic structure. The technique for
determining informants uses purposive sampling. The method for collecting research
data was carried out by means of observation, interviews and documentation. The data
analysis used by researchers is Miles and Huberman 2014. The results of the research
show that regional regulation number 07 of 2023 concerning the administration of
housing and residential areas, the study of the assistance program for uninhabitable
houses in the city of Surakarta, can be said to be quite good in terms of the four
indicators. However, it is still unfortunate that from the results of interviews in the
resource indicators section, facilities were still found to be inadequate. Thus, the
government must immediately improve adequate facilities to carry out uninhabitable
housing assistance program activities. Because facilities are the main priority in
implementing policies so that activities run smoothly.
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Abstrak
Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat indonesia.
Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 h hasil
amandemen ke iv. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang implementasi
peraturan daerah nomor 07 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman studi tentang program bantuan rumah tidak layak huni kota
Surakarta.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori
edward iii (1980) dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur
birokrasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Metode pada
pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti yakni miles dan huberman 2014.
Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan daerah nomor 07 tahun 2023
tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman studi tentang program
bantuan rumah tidak layak huni kota surakarta bisa dikatakan cukup baik dilihat dari
ke empat Indikatornya. Tapi masih disayangkan dari hasil wawancara pada bagian
indikator sumber daya masih ditemui fasilitas yang kurang memadai. Dengan demikian
pemerintah agar segera melakukan peningkatan fasilitas yang memadai untuk
melaksanakan kegiatan program bantuan rumah tidak layak huni. Karena fasilitas
menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan agar kegiatan berjalan dengan
lancar.

kata kunci : implementasi kebijakan, program bantuan rumah tidak layak huni.
Pendahuluan

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam literatur kebijakan
publik. Menurut Van Meter dan Van Horne, “implementasi kebijakan adalah
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat
atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan-
tindakan tersebut berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan

dampak nyata pada masyarakat. “Oleh karena itu maka yang menjadi fokus



perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu program, dinyatakan berlaku” (Ridha 2016: 81). Di era modern seperti
ini telah membawa kita menuju kearah yang lebih maju. Akan tetapi seiring
berkembangnya zaman maka semakin banyak pula permasalahan yang akan
dihadapi, Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini mengenai Rumah tempat
tinggal yang kurang layak atau bisa dibilang Rumah Tak Layak Huni.

Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat
Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H
hasil amandemen ke IV. Kota Surakarta merupakan salah satu daerah Kota yang
terdapat di Jawa Tengah. Kota Surakarta saat ini sedang gencar dalam segala bentuk
penanganan masalah yang ada pada Kota Surakarta, Dan salah satunya Pemerintah
Kota Surakarta masih menghadapi Rumah Tak Layak Huni. Pemerintah Kota
Surakarta membuat Peraturan mengenai Penyelenggaraan kawasan Permukiman,
yakni Peraturan Daerah no 7 Tahun 2023.

Upaya pemerintah kota surakarta mengenai pengentasan rumah tidak layak
huni dengan menggandeng perusahaan swasta. Di kelurahan semanggi, kecamatan
pasar kliwon, solo, jawa tengah proses perbaikan 136 rumah tersebut mulai dari
maret-desember 2022.

Pemerintah Kota Surakarta membuat Peraturan daerah no 7 tahun 2023 yang
membahas mengenai beberapa aspek dalam Perumahan dan Permukiman yakni
salah satunya membahas mengenai Kawasan kumuh dan rumah tak layak huni.
Dalam bagian Maksud dan Tujuan pasal 2 yang berbunyi Peraturan daerah ini
dimaksudkan untuk memberikan landasan dalam melakukan penyelenggaraan
perumahan dan Kawasan permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas

terhadap rumah kumuh dan permukiman kumuh. Dan setelah diterbitkannya



Peraturan Daerah tersebut, masih bertolak belakang pada maksud dan tujuan dari
Peraturan Daerah yang dimaksud, untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh, permukiman kumuh baru dan mempertahankan perumahan dan
permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya.

Masalah Serupa terdapat dalam beberapa penelitian sebelumnya, yakni pada
Izzatusholekha (2023) permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Kota Tangerang Selatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
dalam hal ini adalah pelaku utama untuk penanganan permukiman kumuh di Kota
Tangerang Selatan atau sebagai pengendali kegiatan ditingkat Kota. Romansyah
(2020) Pelaksana program dilaksana oleh Dinas perumahan dan kawasan
permukiman dan masih terbatasnya sumber dana untuk melaksanakan agar mencapai
tujuan. Strategi merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mencapai
tujuan salah satunya terkait perizinan bangunan dan sesuai IMB. Dan peneliti
lainnya dari Nugraha (2014) implementasi program RS-RTLH di kota Serang belum
sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan program RS-RTLH menjadi
pelaksana, seperti aparat Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Kemampuan
TKSK dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan mengalami
kesulitan. Dan adanya Pihak ketiga sebagai penyedia barang kurang transparan
dalam memberikan barang kepada penerima bantuan. Praktik KKN juga terpantau
dalam pelaksanaan program RS-RTLH.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
tentang Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Studi Tentang Program Bantuan Rumah Tak

Layak Huni Kota Surakarta.



Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Kualitatif karena metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang
dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan Implementasi Perda No 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Studi tentang Program Bantuan Rumah tak
Layak Huni. Kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan terkait bagaimana
proses berpikir peneliti untuk mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Perda No 7
Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota
Surakarta, didasarkan pada indikator yang dikemukakan oleh George Edward IlI
(dalam Winarno, 2007). Lokus dalam penelitian ini berada di Dinas Purumahan Dan
Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surakarta, Jalan Yosodipuro No 164
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Surakarta 57139, dan Masyarakat penerima Bantuan RTLH di Masing-masing
Kecamatan, Kota Surakarta.
Teknik informan peneliti menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik ini
merupakan penentuan sasaran penelitian yang akan peneliti gunakan. Model analisis
data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman (dalam Alfi,
2017: 41-42).
Hasil dan Pembahasan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta dalam
Indikator komunikasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH)
di Kota Surakarta menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait Peraturan Daerah No.
7 Tahun 2023 dilakukan melalui metode yang efektif dan beragam. Konsistensi komunikasi

dijaga dengan baik melalui sosialisasi yang diadakan 1-2 kali setahun pada tahap awal
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program, serta update mingguan dari TFL yang memberikan laporan perkembangan program
kepada masyarakat.

Sumber Daya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
mengenai Secara keseluruhan, pegawai yang menangani dan melaksanakan kebijakan
Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sudah kompeten di bidangnya. Sumber
daya manusia sudah kompeten dan sesuai dengan bidangnya semua lulusan S1 dan S2 teknik
dan Arsitek. Sumber daya yang lain ada Anggaran dari CSR, APBD, dan juga UEA.
Wewenang dalam melaksanakan kebijakan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota
Surakarta. Fasilitas yang digunakan dalam menjalankan kebijakan Program RTLH sudah
memadai. Dinas menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan program.

Pelaksana kebijakan atau Disposisi bertanggungjawab dan berdedikasi dalam
melaksanakan kebijakan pada Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH)
menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan, baik dari Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta maupun tenaga fasilitator lapangan (TFL).
Struktur birokrasi yang mendukung, dengan SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab
yang tegas, memungkinkan program ini untuk dilaksanakan dengan baik dari tahap
perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Semua ini mencerminkan dedikasi dan integritas
para pelaksana kebijakan dalam memastikan kesuksesan Program RTLH.

Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa kegiatan Pelaksanaan Program Bantuan
Rumah Tak Layak Huni (RTLH) telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
berlaku dengan ketat. Pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan
Program RTLH telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
Setiap pihak yang terlibat, mulai dari Kepala Dinas hingga Tenaga Fasilitator Lapangan

(TFL), Hal tersebut mencerminkan bahwa indikator Struktur Birokrasi dalam Program



Bantuan RTLH telah terpenuhi dengan baik, dengan implementasi SOP yang ketat dan
pembagian tugas serta wewenang yang jelas dan efektif.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kota
Surakarta menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan telah
menerapkan pendekatan yang efektif dalam komunikasi dan manajemen. Penyampaian informasi
terkait Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 dilakukan melalui sosialisasi rutin dan pembaruan
mingguan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), meningkatkan transparansi dan Kketerlibatan
masyarakat.

Sumber daya manusia yang terlibat memiliki kompetensi yang sesuai, dengan mayoritas
lulusan S1 dan S2 di bidang teknik dan arsitektur. Dukungan anggaran dari CSR, APBD, dan UEA
juga memperkuat pelaksanaan program. Tanggung jawab dan dedikasi para pelaksana, didukung oleh
struktur birokrasi yang jelas dan penerapan SOP yang ketat, memastikan program berjalan efektif.
Secara keseluruhan, semua elemen ini berkontribusi pada kesuksesan Program RTLH, membantu

meningkatkan kualitas hunian masyarakat Kota Surakarta dengan cara yang terencana dan terukur.
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